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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia 
sebelumnya sudah cukup banyak, diantaranya adalah :  
Iman Fauzi (2010) meneliti tentang prosedur pelaksanaan tabungan haji 
pada PT. BRI TBK cabang Bogor. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan 
adanya fasilitas tabungan haji PT. BRI, mempermudah para calon jama’ah haji 
dalam menyimpan uang yang akan digunakan untuk ongkos naik hajinya, selain 
itu PT BRI juga mempermudah pemerintah dalam mendata dan mengawasi para 
calon jama’ah haji yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji. 
Persamaan  : sama-sama meneliti tentang tabungan haji pada bank syari’ah 
Perbedaan : pada penelitian kali ini yang diteliti adalah perlakuan akuntansi dan 
pengelolaan tabungan hajinya serta analisisnya, bukan hanya prosedurnya. 
Allsoft (2010) melakukan penelitian tentang analisis strategi pemasaran 
produk tabungan haji bank X Syariah Jakarta, hasil penelitian ini adalah karena 
adanya persaingan antar bank saat ini, maka bank xxx syariah yang memiliki 
produk tabungan haji dituntut untuk melakukan proses pemasaran yang dapat 
menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank xxx syariah. Pemasaran 
yang dijalankan harus menerapkan suatu strategi yang tepat dalam rangka menarik 
minat masyarakat untuk menjadi nasabah dan mempertahankan nasabah yang 
sudah ada.  
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Persamaan  :  pokok bahasannya sama-sama Bank Syariah. 
Perbedaan : dalam penelitian tersebut menganalisis strategi pemasaran produk 
tabungan haji, sedangkan pada penelitian kali ini menganalisis perlakuan 
akuntansi dan pengelolaan tabungan hajinya. 
Rindawati (2007), melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja 
keuangan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dengan enam bank 
konvensional selama 1997-2001. Kriteria yang digunakan dalam penelitian itu 
adalah RORA (profitabilitas), CAR (rasio kecukupan modal), LDR (rasio 
penyaluran terhadap dana pihak ketiga), FBI, NNRF, hasil kredit, dan 
produktifitas karyawan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara 
umum kinerja keuangan bank syariah lebih baik, walaupun ada juga kinerja bank 
syariah dibawah bank konvensional. Bahkan perkembangan bank syariah 
mencapai 53 persen, sedang bank konvensional hanya lima persen. 
Persamaan  :   pokok bahasannya adalah sama-sama bank syariah. 
Perbedaan : pada penelitian tersebut membandingkan antara kinerja bank 
konvensional dan bank syariah. Sedangkan pada penelitian kali ini tentang 
perlakuan akuntansi tabungan haji. 
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2.2 Landasan Teori 
2.2.1 Pengertian bank syariah 
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang 
beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat 
diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya 
dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Antonio (2001) 
membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi 
dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan 
prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada 
ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan 
prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-
ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat 
secara Islam. 
 
2.2.2 Prinsip dasar bank syariah 
Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada 
syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang 
sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Syafi’i Antonio 
(2001:85) prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut : 
1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)  
Dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu 
maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 
menghendaki. 
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Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:  
a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan 
barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan 
barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau 
kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian 
penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk 
safe deposit box.  
b. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan 
barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik 
barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung 
jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua 
manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang 
titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk 
giro dan tabungan.  
2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)  
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha 
antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan 
prinsip ini adalah:  
a. Al-Mudharabah  
Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 
pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak 
lainnya menjadi pengelola. Keuntungannya dibagi menurut kesepakatan dalam 
kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian 
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itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan 
karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung 
jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi 
dua jenis:  
1). Mudharabah Muthlaqah  
Bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya 
sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah 
bisnis.  
2). Mudharabah Muqayyadah  
Bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib 
memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek 
investasi.  
b. Al-Musyarakah  
Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 
usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 
dengan kesepakatan.  
Dua jenis Al-Musyarakah:  
1). Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya 
yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.  
2). Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau 
lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.  
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3. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)  
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana 
bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat 
nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, 
kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah 
harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya berupa:  
a. Al-Murabahah  
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan 
keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.  
b. Salam  
Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh 
penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan 
tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.  
Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. 
Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk 
menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam 
paralel.  
c. Istishna’  
Istishna’ adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak 
sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, 
atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui 
karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, 
dan kuantitasnya.  
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Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai 
penjual kemudian memesan kepada pihak lainuntuk menyediakan barang pesanan 
dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.  
4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)  
Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas 
barang itu sendiri.  
Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2) ijarah al muntahiya 
bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa 
mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.  
5. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)  
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk 
produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:  
a. Al-Wakalah  
Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 
pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.  
b. Al-Kafalah  
Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi 
kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.  
c. Al-Hawalah  
Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib 
menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada 
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Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru 
tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.  
d. Ar-Rahn  
Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai 
ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk 
dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana 
dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.  
e. Al-Qardh  
Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 
diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 
imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. 
Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.  
2.2.3 Sistem operasional bank syariah  
Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank 
tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan 
keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada 
mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian 
pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Menurut (Satria : 2010) sistem 
operasional tersebut meliputi : 
1. Sistem penghimpunan dana  
Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori 
yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang 
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untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut 
menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi 
tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.  
Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan 
tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada 
dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:  
a. Modal  
Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal 
dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya 
yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/non earning asset). 
Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu 
disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya 
tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.  
Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, 
dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity 
participation pada saham perseroan bank. 
b. Titipan (Wadi’ah)  
Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana 
adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip 
ini ialah al-wadi’ah.  
Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab 
penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil 
setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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c. Investasi (Mudharabah)  
Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang 
mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan 
pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai 
deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung 
aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah 
lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.  
2. Sistem penyaluran dana (Financing)  
Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga 
model, yaitu:  
a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan 
dengan prinsip jual beli.  
Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan murabahah, 
salam dan istishna’. 
b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan 
dengan prinsip sewa (Ijarah).  
Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya 
prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak 
pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah 
barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.  
c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan 
guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.  
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d. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola hiwalah, rahn, 
al-qardh, wakalah, dan kafalah. 
2.2.4 Perbedaan dengan bank konvensional 
Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, 
terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi 
komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. 
Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, 
struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. 
Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat 
dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 2.1 
PERBANDINGAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL 
 
 
Sumber : Mohammad Syafi’i Antonio (2001:34) 
Bank syariah Bank Konvensional 
1. Melakukan investasi-investasi 
yang halal saja.  
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, 
jual beli, atau sewa.  
3. Berorientasi pada keuntungan 
(profit oriented) dan 
kemakmuran dan kebahagian 
dunia akhirat  
4. Hubungan dengan nasabah 
dalam bentuk hubungan 
kemitraan.  
5. Penghimpunan dan penyaluran 
dana harus sesuai dengan fatwa 
Dewan Pengawas Syariah  
1. Investasi yang halal dan haram.  
 
2. Memakai perangkat bunga.  
 
3. Profit oriented  
 
 
4.Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk hubungan kreditur-
debitur.  
 
5. Tidak terdapat dewan sejenis.  
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2.2.5 Perbedaan bunga dengan bagi hasil 
1. Bunga ( berlaku di bank konvesional )  
1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung  
2) Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang ( modal ) yang 
dipinjamkan / ditanamkan  
3) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 
proyek yang dijalankan oleh bank untuk atau rugi  
4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan 
berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming" 
2. Bagi  hasil ( berlaku di bank syariah )  
1) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 
berpedoman pada kemungkinan untung rugi  
2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang 
diperoleh 
3) Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha 
merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak 
4) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah 
pendapatan 
Sumber : M. Syafi’i Antonio (2001:61)  
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Gambar 2.1 
SKEMA MUDHARABAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Sri Nurhayati, Wasilah, 2010. Akuntansi Syariah di Indonesia. 
 
  
Pemilik Dana Akad 
Mudharabah 
Pengelola Dana 
Proyek 
Usaha 
Porsi Laba 
Keuntungan/ 
Kerugian 
Apabila untung akan dibagi sesuai nisbah. Apabila 
rugi ditanggung oleh Pemilik Dana 
Modal dan Porsi Laba 
serta Rugi 
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2.2.6 Perlakuan akuntansi 
1. Pengakuan dan pengukuran 
Berdasarkan PSAK 105, Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik 
dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha 
dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi 
hasil usaha. 
kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada 
pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.  
Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai 
piutang jatuh tempo dari pengelola dana.  
Pengukuran tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:  
a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan 
pada saat pembayaran;  
b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar 
aset nonkas pada saat penyerahan:  
i. jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai 
kerugian;  
ii. jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai 
keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad 
mudharabah.  
Jurnal perlakuan akuntansi PSAK 105, menurut Sri Nurhayati (122 : 2010) untuk 
pengelola dana :  
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1) Pengukuran dana syirkah temporer diukur sejumlah kas atau nilai wajar asset 
nnkas yang diterima. 
 
Dr. Kas / Aset Nonkas     xxx 
  Cr. Dana Syirkah Temporer     xxx 
2) Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran 
kembali dana syirkah temporer : 
Dr. Kas / Piutang      xxx 
  Cr. Pendapatan yang belum dibagikan   xxx 
3) Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil 
Dr. Utang Bagi Hasil mudharabah   xxx 
  Cr. Kas       xxx 
4) Jurnal ketika dibagihasilkan kepada pemilik dana 
Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah   xxx 
  Cr. Utang Bagi Hasil Mudharabah    xxx 
5) Jurnal ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian 
pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana 
Dr. Beban       xxx 
  Cr. Utang lain-lain / Kas     xxx 
6) Jurnal di akhir akad 
Dr. Dana Syirkah Temporer    xxx 
  Cr. Kas / Aset Nonkas     xxx 
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2. Penyajian dalam akuntansi syariah 
Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar 
nilai tercatat.  
Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi 
tidak terbatas pada:  
a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya 
untuk setiap jenis mudharabah;  
b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh 
tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban; dan  
c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum 
jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.  
3. Pengungkapan 
Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak 
terbatas, pada:  
a) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;  
b) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan  
c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.  
Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak 
terbatas, pada:  
a) dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan penyaluran 
dana yang berasal dari mudharabah muqayadah. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 
Nasabah 
Bank Syariah 
Tabungan Haji  
Perlakuan Akuntansi 
Pengakuan Pengukuran Penyajian Pengungkapan 
